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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang terurai dalam pembahasan masalah pada Bab II 

dan Bab III, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Waktu kerja 8 jam sehari dilatarbelakangi oleh revolusi industri dengan jam 

kerja 12 s/d 14 jam sehari yang ditunjang dengan upah kerja rendah sehingga 

pria, wanita dan anak-anak dilibatkan untuk bekerja dengan tujuan menutupi 

biaya hidup. Menyadari kehadiran pekerja/buruh sangat penting dalam 

perusahaan sehingga buruh melakukan aksi mogok bersama untuk menuntut 

jam kerja diturunkan dan upah dinaikan. Upaya pekerja/buruh berhasil dan 

jadilah waktu kerja 8 jam sehari. Terkait waktu kerja pengemudi bus 

sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 90 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak sinkron 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

oleh karena mengingat asas lex specialis derogat legi generali, status bus 

antar provinsi sebagai jenis pekerjaan yang bergerak pada sektor usaha atau 

pekerjaan tertentu dan jenis, sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus 

menerus, sehingga ruang lingkup pengaturan waktu kerja diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Hal ini berdampak kepada hak yang diperoleh oleh pengemudi bus 

berupa upah pokok, upah lembur dan fasilitas pengemudi pengganti. 

Penerapan waktu kerja seperti yang terurai di atas, pengemudi bus antar 
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propinsi berpotensi terserang keluhan muskuloskeletal berupa sakit dengan 

titik keluhan pada pantat, punggung, leher dan betis kaki.  

2. Hak pengemudi bus antar propinsi merupakan suatu akibat dari terpenuhinya 

kewajiban sehingga pengemudi bus berhak mendapatkan hak berupa upah 

yang layak bagi kehidupan dan kelangsungan hidup yang diberikan oleh 

pengusaha kepada pengemudi bus. Hak tersebut dilindungi oleh negara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut 

dalam Pasal  88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Apabila pengusaha tidak sanggup memberikan hak 

pengemudi bus berupa upah pokok berdasarkan Upah Minimum Kota 

(UMK), maka pengusaha dapat melakukan penangguhan dan hak tersebut 

menjadi utang pengusaha kepada pengemudi bus berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 72/ PUU-XIII/2015 dan hak tersebut diberikan 

setelah masa penangguhan selesai. Apabila pengusaha tidak memberikan 

upah pokok kepada pengemudi bus setelah masa penangguhan selesai, maka 

pengusaha dapat dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 55 

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan. Sedangkan, jika pengusaha tidak memberikan upah lembur 

kepada pengemudi bus, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana 

kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
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tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, pengemudi bus juga dapat menggugat 

perdata pengusaha dengan gugatan wanprestasi (Pasal 1243 BW) dan 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Pasal 1365 BW).  Kedua gugatan 

tersebut dimasukan secara terpisah dalam pengadilan negeri. 

B. Saran  

1. Mengingat bahwa jenis pekerjaan yang diemban oleh pengemudi bus yang 

ditunjang dengan jam kerja sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 90 ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, pengemudi bus berpotensi terserang keluhan muskuloskeletal 

sehingga dapat memengaruhi tingkat konsentrasi dan kondisi psikologis 

pengemudi bus. Disarankan kepada pengusaha untuk menyediakan 

pengemudi pengganti sehingga pengemudi utama dapat istirahat dan bus 

beroperasi dengan normal. 

2. Mengingat bahwa belum adanya regulasi yang mengatur tentang upah lembur 

pengemudi bus antar propinsi sehingga terdapat ketidakpastian hukum dalam 

pengaturan upah lembur, maka penelitian ini dapat menjadi masukan kepada 

pemerintah untuk segera menetapkan aturan hukum dalam mengatur 

permasalah tersebut sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum 

khususnya pada pengaturan upah lembur pengemudi bus antar propinsi. 
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